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TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN / FRONT OFFICE PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Menimbang :oa Bahwa demi memenuhi standar pelayanan publk pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, maka perlu menetapkan dan menunjuk petugas pelayanan
front office pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Kabupaten Ogan Komering Ul Timur tentang penunjukan petugas pelayanan
front office pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur,

Mengingat . B Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 4150);

K} Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten
Ogan liir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4347);

4, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 428),

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemabaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Dearah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679),

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intem Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik l_ndonesla
Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5943);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimanan telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6037);

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan
Kegiatan Pegawai Negeri dalam rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Kesederhanaan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden 47
Tahun 1992 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974
tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawal Negeri dalam rangka
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016
Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
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Menetapkan
Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1),

18. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 60 Tahun 2019 tentang Uraian
Tugas Pokok dan Fungsl Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu  Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang
19. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

MEMUTUSKAN:

Menunjuk Pegawai dalam lampiran ini sebagai petugas pelayanan front office di lingkungan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Pegawai yang ditunjuk dalam diktum kesatu bertugas / bertanggung jawab:

a.  Duduk dan menempati meja pelayanan depan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa

b.  Memberikan Pelayanan, penyampaian informasi, dan mengarahkan kepada
Masyarakat, Instansi terkait yang datang ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

¢.  Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran
2024

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuaty

akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari temyata
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal, 2> Januari 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. Rusman, SE,MM .
Pembina Utama Muda
19680219 199002 1 001
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Lampiran SK Kepala Dinas PMD Kab. OKU Timur
Nomor :
Tanggal

NAMA - NAMA PETUGAS PELAYANAN FORNT OFFICE

PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NO NAMA B JABATAN
1 | Yuli Artati, SE Pelaksana Pada Dinas PMD
2 | Wahyu Ningsih Pelaksana Pada Dinas PMD
3 | Siti halimah Pelaksana Pada Dinas PMD
4 | Arika, AMKeb Pelaksana Pada Dinas PMD
5 | Fitri Oktapianti Pelaksana Pada Dinas PMD
6 | Sandy Oktavia Pelaksana Pada Dinas PMD
7 | Junaidi, S.E Pelaksana Pada Dinas PMD
8 | Riani Ardian, AM..d Pelaksana Pada Dinas PMD
9 | Vina Okpishinta, S.E Pelaksana Pada Dinas PMD
10 | Reni Listia, S.Psi Pelaksana Pada Dinas PMD 1
11 | Devy Margaretta Pelaksana Pada Dinas PMD |
12 | Sumiyati,S.E Pelaksana Pada Dinas PMD

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. Rusman, SEEMM | . *
Pembina Utama Muda
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